












 

 

Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2024-2029 

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan 

yang inklusif dan berkeadilan 

 Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling, 

akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penangana perkara melalui e-court, 

e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan 

2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan 

 Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, 

jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi 

hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis 

3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan 

akuntabel 

 Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, 

contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.  

 

Kerangka Regulasi 

Merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), 

yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh 

K/L. Sebagian besar dari RUU yang diusulkan ini, juga telah masuk dalam rincian output RPJMN 

yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait. 

Undang-Undang 
Untuk mendukung 

Arah Kebijakan dan Strategis 

1. Kajian RUU Hukum Acara Pidana 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penanganan perkara 

    Cat: sudah masuk dalam rincian 
    output di kementerian lain 

2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata 

3. Kajian RUU Perubahan Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

4. Kajian RUU Badan Usaha 

5. Kajian RUU Jaminan Benda Bergerak 

6. Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
penanganan perkara 

2. Membangun integritas 
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi 

7. Kajian RUU Mahkamah Agung 

8. Kajian RUU Peradilan Umum/TUN/Agama/ 
Militer 

9. Kajian RUU Pengadilan Pajak 

10. Kajian RUU Jabatan Hakim 

 

 



 

 

Kerangka Regulasi 

Selain itu, dalam Renstra ini MA hendak mengajukan identifikasi beberapa regulasi lainnya dan 

regulasi internal yang perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah 

kebijakan dan strategis. 

1. Rancangan PERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung 

2. Rancangan PERPRES Sekretariat Mahkamah Agung 

3. Rancangan PERMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera 

4. Rancangan PERMA Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik  

5. Rancangan PERMA Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan 

6. Rancangan PERMA Mediasi 

7. Rancangan PERMA Gugatan Sederhana  

8. Rancangan PERMA Restitusi 

9. Rancangan PERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi 

10. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Tipikor 

11. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Narkotika 

12. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi hakim 

 

Kerangka Kelembagaan 

No. Kerangka Kelembagaan Muatan 

1. Perubahan Struktur 
Organisasi 

Perubahan struktur dan fungsi pada:  
1) BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro Renog, Biro 

Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan 
2) Badan Pengawasan 
3) Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktorat Pratalak, 

Direktorat Binganis Miltun 
4) Kepaniteraan yaitu pada Kepaniteraan Muda Perkara 

2. Penyesuaian Pengelolaan 
Fungsi SDM dan Aparatur 
Peradilan 

Perubahan tata laksana SDM untuk memastikan 
terpenuhinya siklus manajemen SDM berbasis 
kompetensi, serta konsekuensi perubahan organisasinya 

3. Penyesuaian Buku I, II, III 
dan IV 

Kodifikasi berbagai peraturan MA di bidang Organisasi, 
Tata Laksana, Manajemen Perkara, Pengawasan dan 
SDM untuk memastikan konsistensi dan simplifikasi 
regulasi 

 


